BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
yang mengatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah negara bagi
Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan
diberikan Tunjangan Perumahan;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna belum dapat
menyediakan Rumah Jabatan bagi Ketua Dewan

— Perwakilan Rakyat Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepuléuan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan
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6. Undang-Undang Nomor 17 Taﬁun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilarllv Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 17 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah  Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah,

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 2
(1) Tunjangan Perumahan Bagi Ketua
DPRD diberikan bertujuan untuk
menunjang kelancaran tugas, fungsi dan
wewenang Ketua DPRD.
(2) Perhitungan Tunjangan Perumahan bagi Ketua
DPRD meliputi sewa rumah.
(3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), besarnya disesuaikan dengan
standar satuan harga sewa rumah di

Kabupaten Natuna.

Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
terhitung sejak bulan berikutnya sejak Peraturan
Bupati ini di undangkan.

Ketentuan pada Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Besaran Tunjangan Perumahan bagi Ketua DPRD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar
Rp 8.350.000 (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah).

Ketentuan pada Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Tunjangan Perumahan bagi Ketua  DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2017.



Diundangkan di Ranai

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 95 Agqustus 3017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
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BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 37’
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